BUPAT!I MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : @ TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM,

- pahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serla
memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/5J
tanggal 8 November 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah, maka
terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan penyesuaian yang diatur dengan
Peraturan Bupati.

R

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1| dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia- Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ~— Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3890)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 ),



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang . Pelaporan

11

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737),

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan ‘Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor Tahun 2010 tentang

Memperhatikan

Menetapkan

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2010 Nomor  seri A).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S00/2677/8J tanggal 8
November 2007 Perihal Hibah danBantuan Daerah.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA:PEMBERIAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN.
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(2) Hibah kepada perusahaan Daerah  bertujuan untuk menunjang peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

(4)Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
pembangunan dasrah atau secara fungsional terkait dengan dukungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 6

(1) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan
besarannya sangat bergantung dengan kondisi keuangan daerah yang
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian hibah daerah.

(2) Pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah
dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

(3) Naskah perjanjian hibah daerah. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
S kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumiah
uang yang akan dihibahkan.

Pasal 7

(1) Hibah dalam bentuk uang kepada Instansi Vertikal seperti kegiatan TMMD,
pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah oleh KPUD dan
Organisasi Semi Pemerintah seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK
dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah sebagai objek pemeriksaan dalam
bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan bukli-bukti pengeluaran lainnya yang
sah dan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Ketentuan yang
berlaku.

(2) Hibah dalam bentuk uang kepada Oganisasi Non Pemerintah seperti ( Ormas dan
LSM ) dan Masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang
dan laporan realisasi penggunaan dana sesual dengan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah dan Peraturan Bupati ini.

(3) Hibah dalam  bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah
berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang dan penggunaannya harus sesuai
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial
Pasal8

(1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat
sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dap/atau barang kepada kelompok
masyarakat/anggota masyarakat <

(2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/lidak berulang setigp tahun

2 anggaran, selektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, berdasarkan asas keadilan

dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah dan tidak-boleh melebihi batas dana penunjukan

* langsung sesuai dengan Ketentuan Keputusan Presiden Nomoy 80 Tahun 2003 serta
ditetapkan cleh Bupati.
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. Bidang Kessjahteraan Rakyat melalul Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Muara Enim;
. Bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Muara Enim;
. - Bidang Kessehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
. Bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim;
. Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan melalui Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Muara Enim;
Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata
melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Muara Enim;
. Bidang Perikanan, Kelautan, Petemakan, Psrtanian dan Kehutanan melalui
Kepala Badan Penyuluhan Perikanan, Peternakan, Pertanian, dan Kehutanan
Kabupaten Muara Enim,
. Bidang Ketenhagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara
Enim:
Bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Muara Enim;
Bidang perumahan melalui Kepala Dinas PU Cipta Karya dan tata Ruang,
Bidang Jembatan dan Jalan melalui Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan;
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
. Bidang-bidang lain sesuai dengan uwrusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Dasrah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupsaten
Muara Enim Nomor 12, 14 dan 15 Tahun 2008.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

(1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut -

a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh Pimpinan pemerintah atau
pemerintah  daerah lainnya, perusahaanflembaga  tertentu, kelompok
masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

b:membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapat

~ persetyjuan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;

¢. meneruskan laporan perfanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah,
bantuan sosial dan bantuan keuangan yang telah disampaikan oleh penerimsa
subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati.

(2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas dan tanggung jawab memproses permintaan pembayaran dan pencairan
belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai peraturan

o —— ——péfundang-tndangan yang beriaku.

(3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mempunyai tanggung
jawab sebagai berikut :

a. menggunakan dana subsidi, hibah, bantusn sosial dan bantuan keuangan sesuai
dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan/atau Naskah Perjanjian
Hibah Daerah;

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah,
bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam bentuk laporan realisasi
penggunaan dana.
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